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PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BALI,

bahwa sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau
proses alam yang berbentuk padat, apabila tidak dilakukan
pengelolaan secara baik dan benar dapat memberi dampak negatif
dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan;

bahwa Pemerintah Provinsi mempunyai kewenangan dalam
pengelolaan sampah di wilayahnya baik melalui penetapan
kebijakan, pembentukan produk hukum maupun tindakan
implementatif;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1649);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);



4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Sampah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa
Pakraman ( Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29,
Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa
Pakraman (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2001 Nomor 11);

10.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

11.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 1);

12.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali (Lembaran Daerah
Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Bali Nomor 15);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI
dan
GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.

Provinsi adalah Provinsi Bali.

Gubernur adalah Gubernur Bali.

Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Bali.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.

Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali.

Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang

mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat

umat hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan

desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak

mengurus rumah tangganya sendiri.

8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang
berbentuk padat.

9. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

10.Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang
menghasilkan timbulan sampah.

11.Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan
berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

12.Pengurangan sampah adalah rangkaian upaya mengurangi timbulan sampah yang
dilakukan melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang
sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

13.Penanganan sampah adalah rangkaian upaya dalam pengelolaan sampah yang
meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan
akhir sampah.

14.Pemilahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengelompokan dan
pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
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15.Pengumpulan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengambilan dan
pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara
atau tempat pengolahan sampah terpadu.

16.Pengangkutan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk membawa
sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sementara atau dari
tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.

17.Pengolahan adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk mengubah
karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.

18.Pemrosesan akhir sampah adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk
pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media
lingkungan secara aman.

19.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat
sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau
tempat pengolahan sampah terpadu.

20.Unit Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut UPST adalah tempat
dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang,
pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.

21.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk
memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi
manusia dan lingkungan.

22.Tempat Pemrosesan Akhir Regional yang selanjutnya disebut TPA Regional
adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan
secara aman bagi manusia dan lingkungan lintas Kabupaten/Kota.

23.0rang adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.

24.Badan usaha adalah organisasi yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah,
persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis.

25.Pelaku usaha atau produsen adalah orang yang menghasilkan, mengimpor,
dan/atau mendistribusikan suatu produk dan/atau kemasan produk melalui suatu
usaha dan/atau kegiatan.

26.Produk adalah barang dan/atau jasa kebutuhan sehari-hari yang dikonsumsi
dan/atau dimanfaatkan orang secara luas.

27.Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu barang.

28.Insentif merupakan upaya memberikan dorongan atau daya tarik secara moneter
dan/atau nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah
daerah agar melakukan kegiatan mengurangi sampah, sehingga berdampak
positif pada kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.

29.Disinsentif merupakan pengenaan beban atau ancaman secara moneter dan/atau
nonmoneter kepada setiap orang ataupun Pemerintah dan pemerintah daerah
agar mengurangi menghasilkan sampah yang berdampak negatif pada kesehatan,
lingkungan hidup, dan/atau masyarakat.

30.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak
negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat
pemrosesan akhir sampah.

31.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas
pemerintahan di bidang persampahan di daerah.

32.Badan Layanan Umum Daerah Persampahan yang selanjutnya disingkat BLUD
Persampahan, adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah
yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari



keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi
dan produktivitas.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 2

(1) Jenis-jenis sampah meliputi:
a. sampah rumah tangga;
b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
C. sampah spesifik.

(2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari
kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah
spesifik.

(3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b berasal dari kawasan tempat suci (Pura), kawasan komersial, kawasan
industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas
lainnya.

(4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:
a. Ssampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
C. puing bongkaran bangunan;
d. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
e. sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan atas asas tanggung jawab, asas
berkelanjutan, asas keharmonisan dan keseimbangan, asas manfaat, asas keadilan,
asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai
ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan Sampah bertujuan:

a. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat;
b. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan

c. meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku.



